
BUPATI BONDOWOSO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR I~ TAHUN 2019 

TENTANG 

PEDOMAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN 
PERSALINAN DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONDOWOSO, 

Menimbang : a . bahwa untuk mencegah terjadinya kematian ibu hamil, ibu 
melahirkan , ibu nifas dan kematian bayi di Kabupaten 
Bondowoso. diperlukan bantu an pemhiayaan persalinan 
bagi masyarakat miskin yang tidak mempunyai jaminan 
kesehatan agar mendapat pelayanan seeara paripuma dan 
pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai 
dengan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan melalui 
Program Jaminan Persalinan; 

Mengingat 

b. bahwa agar Program Jaminan Pcrsalinan sebagaimana 
dimaksud daJam huruf a dapat terlaksana dengan baik dari 
administrasi, operasional, dan pertanggungjawabannya, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Pedoman 
Operasional Penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan 
di Kabupaten Bondowoso Tahun 2019; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ten tang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik 
Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 
1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan 
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3277); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3886); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4234); 

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456) ; 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomorl44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 144, Tarnbahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 5063); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 20 15 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republiklndonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 201 3 tentang Jaminan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
20 13 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali , 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 201 6; 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 
62); 

13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri 
Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010 dan Nomor 
162/ MENKES/ PB/ I /2010 tentang Pelaporan Kernatian dan 
Penyebab Kematian; 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 201 4 
ten tang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676); 

15.Peraturan ... 
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